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Orinews.id|Banda Aceh – Layanan lelang sistem Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) Pemerintah Aceh alami error server.

Pantauan redaksi media ini, gagal akses masuk SPSE Aceh sudah
seminggu ini sejak hari Jumat 16 April 2024.

Sebagaimana  diketahui,  LPSE  sebagai  ujung  tombak  layanan
pengelolaan  teknologi  informasi  untuk  memfasilitasi
pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  secara  elektronik.  Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Hal  ini,  membuat  hambatan  proses  lelang  tender  yang
diselenggarakan dan dikeluhkan oleh berbagai perusahaan mitra
pemerintah.

Pada  laman  www.lpse.acehprov.go.id,  menunjukkan  tidak  ada
informasi  apapun  pada  situs  tersebut,  hanya  ada  pesan
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Konfigurasi SPSE belum lengkap Instalasi LPSE 4 belum selesai
dilakukan.  Ada  konfigurasi  yang  belum  lengkap.  Silakan
melaporkan hal ini ke Helpdesk LPSE.

Pendiri  MFF  Syndicate  (Kelompok  Kajian  Kebijakan  Publik)
sekaligus  pelaku  industri  kreatif  digital  M.  Fauzan
Febriansyah  meminta  Pj  Gubernur  Aceh  Bustami  Hamzah  untuk
melakukan evaluasi dan penyegaran di jajaran Unit Kerja Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) yang saat ini dipimpin oleh T
Aznal Zahri. Jumat (25/04/2024).

“Tanpa kejelasan kapan akan kembali normal, error server ini
cukup  fatal.  Sebaiknya  Pj  Gubernur  harus  menyikapi  dengan
tegas, jika tidak proses pembangunan dan lelang tender akan
macet,  dan  menghambat  proses  pelaksanaan  Pekan  Olahraga
Nasional (PON) yang hanya sebentar lagi,” ungkap Fauzan.

Menurutnya jajaran BPBJ terkesan tak bertanggung jawab atas
kejadian error server tersebut. Ia juga menilai adanya praktek
proses  lelang  yang  belum  transparan  dan  potensi  indikasi
kecurangan ini juga telah melanggar kaidah Peraturan Kepala
Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  1
Tahun 2015 tentang E-Tendering yang telah disusun oleh LKPP-
RI.

“Harus ada kejelasan kapan kerusakan yang terjadi akan normal
kembali. Jika masih terus berlarut-larut pasti ada masalah
manajemen  yang  selama  ini  ditutupi.  Misalnya  pemeliharaan
server tidak diperhatikan serius. MFF Syndicate juga menyoroti
sejumlah kepala intansi kedinasan juga perlu penyegaran karena
kinerja yang kurang agar pemerintah Aceh mampu bekerja lebih
baik dan mampu menyukseskan PON serta Pilkada Aceh diakhir
tahun ini,” sebutnya.

Jika tidak Fauzan menyebutkan ini sangat bertolak belakang
dengan harapan pemerintah pusat untuk Aceh.

Ditambah  lagi  melalui  Inspektur  Jenderal  Kementerian  Dalam
Negeri  RI,  Komjen  Pol  Tomsi  Tohir  Balauw  dalam  arahannya



diingatkan untuk “Sedia Payung Sebelum Hujan” dengan segala
persiapan  penyelenggaraan  PON  XXI  yang  hanya  tinggal
menghitung  hari.

Tomsi  pun  mengutip  pesan  Presiden  Jokowi  yang  kerap
mengingatkan  banyaknya  anggaran  belanja  daerah  yang  tidak
optimal.

“Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berorientasi
pada hasil, karena hingga saat ini masih banyak APBD yang
dianggarkan untuk belanja pendukung, seperti honor, perjalanan
dinas  dan  rapat,  cenderung  lebih  besar  jika  dibandingkan
dengan belanja utama yang produktif,” ungkap Tomsi.

Oleh karenanya Fauzan berharap Pemerintah Aceh harus mengambil
sikap tegas demi suksesnya pelaksanaan PON XXI nantinya. [*]


